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PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Blu.
Ll fre\ I} 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
XXXXHXXXHXIKXXKXXEXXXKHXKHXKXXIXHXIXXXXKXXKKX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXX (45 tahun) NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
tempat tinggal di = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Penggugat ;
melawan
XXXXHXHHXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXX
(52 tahun) agama Islam, pekerjaan Penambang Emas,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut
Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;
Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah
mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Blu., tanggal 25
Oktober 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari XXXXXXXXxxXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Duplikat
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Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  pada tanggal 14 Oktober
2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
selama 5 (lima) tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXxxXX dan kemudian
pindah di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Torosik, Kecamatan
Pinolosian Tengah, sampai terjadinya perpisahan;
4, Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak
yaitu:
- OOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Perempuan, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur, (24 Tahun);
- OOOKXEKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Perempuan, tempat dan tanggal
[ahir XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur (20 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
menikah sering terjadi pertengkaran namun bisa diatasi, selanjutnya sejak bulan
Oktober 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya
terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tidak mau berhenti minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat dan
kedua anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka mengancam Penggugat dengan barang tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Aprii 2021 yang
menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah Adik kandung
Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
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8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud,
sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

(OXRHXXXHXXHXXEXXEXXEKXXE XXX XXX XX XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat

(KXXXXHKHXXXKHXXEEKHKXXIXKXXXEXKXXXKXXXKXKXXKKKX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
hadir menghadap dipersidangan, hamun Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-
sidang berikutnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa
sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk
menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi

dengan menyatakan:
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« "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang
telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses
mediasi.

« Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

» Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat
dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga
hubungan baik.

« Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi
dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat
dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.

« Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator
nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.

« Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam
Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan
Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.

« Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani
formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk
menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan
mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan
penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan
beritikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat
tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan
Agama Bolaang Uki, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator

Hakim, Nadimin, S.Ag.,M.H., dan menandatangani kesepakatan pemilihan mediator;
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Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis

menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah
melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki
tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 10 Oktober 2021 bahwa
mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum
dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 5 Maret 2013, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda
(P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX,
tanggal 14 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXxxxxx (36

tahun), agama lIslam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang
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Mongondow Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, awalnya bertempat tinggal di rumah milik orang
tua Penggugat di Desa Torosik, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah
milik bersama di Desa Torosik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar;

- Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXKXXKXXKXEXKXXXXXXKXKKXXKXKXXXXKX, Tempat tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXX (57 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar),
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, awalnya bertempat tinggal di rumah milik orang
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tua Penggugat di Desa Torosik, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah

milik bersama di Desa Torosik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar;

- Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam

membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk
kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id
~yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak

hadir oleh karenanya perkara a quo tetap diputus secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih hakim mediator
bernama Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai mediator, namun setelah menempuh upaya
mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar
jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk
mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan
membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,
hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang
pada pokoknya menyatakan bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan antara lain karena sering mabuk minuman keras,
berbuat kasar seperti memukul Penggugat dan kedua anaknya, serta Tergugat
mengancam Penggugat dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai
bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi
fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat
diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara
perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis),
dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk

memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
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~Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan
Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut
di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285
R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan
cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan pokok
alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokkan terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1),
telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Agama Bolaang Uki, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah kembali dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bolaang Uki baik secara absolut maupun relatif
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai
tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan
hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal
standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut
dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah

sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi
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~ saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat

maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg.,
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-
saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti
tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah menurut hukum;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak

sekitar bulan Oktober 2020 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering mabuk minum-
minuman keras serta sering berkata kasar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian
rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena
antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta
kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang
bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

”.

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut
Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar
dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain
sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak
mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah
ushul figh yang berbunyi:

tladdl cd> o gl awlaall <)
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi
dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya
penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah
perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Figih Sunnah
Juz Il : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

VY Lol lgs gosll el casol 13] sar0ill riolall go wallai ol a>gl ol
lgills logiu z VI e siblall j=cgq la.e.'l.n.oi O 6 uanll olg> axo glosiuuws
Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata
didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut
sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga
itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka

Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;
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Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

379/K/IAG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak
berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo.
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau
alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh
karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

(XXHXXRHXXXIIXHXXKIEXKKXIEX XXX XXXIXXXKXXXXKXKX) terhadap Penggugat
(XRXXXRHKHXXIKKXXIXKKXXKKXXXKKXXXKXXXKXKXXKKK);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis,
Uten Tahir, S.Ag.,M.H dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar

hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Uten Tahir, S.H.l., M.H Nadimin, S.Ag.,M.H
Hakim Anggota

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I
Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H
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Rincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

1
2 Proses Rp. 75.000,00

3 Panggilan Rp. 925.000,00
4.  PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.1.070.000,00

Terbilang: satu juta tujuh puluh ribu rupiah.
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